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P UT U S A N 

Nomor 1399/Pdt.G/2024/PA.Kla 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

PENGADILAN AGAMA KALIANDA 

 

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, 

dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara 

cerai talak antara: 

Pemohon NIK xxx, Tempat Tanggal Lahir, Umur 34  tahun, Agama Islam, 

Pendidikan terakhir SLTP, Pekerjaan Wiraswasta,  Tempat 

kediaman di Perumahan Residen Blok.C No.9 Jl. Tanjung Jati 

Dua, Desa Tanjung Agung, Kecamatan Xxx, Kabupaten 

Lampung Selatan, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut 

sebagai Pemohon; 

Melawan 

Termohon NIK xxx Tempat Tanggal Lahir 20 Januari 2001  Umur 23 tahun, 

Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, 

bertempat kediaman di Dusun Tanjung Agung II, RT/RW 

004/004, Desa Tanjung Agung, Kecamatan Xxx, Kabupaten 

Lampung Selatan, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut 

sebagai Termohon; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari berkas perkara; 

DUDUK PERKARA 

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Agustus 

2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan 

Pengadilan Agama Kalianda, Nomor 1399/Pdt.G/2024/PA.Kla, pada hari yang 

sama dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut: 

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada 

tanggal 15 Mei 2018, dengan status Pemohon adalah Jejaka dan Termohon 
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dengan status Perawan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxx Kabupaten Lampung Selatan sesuai 

dengan  buku Nikah Nomor 0301/41/V/2018 tertanggal 17 Mei 2018; 

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat 

tinggal di rumah orang tua Termohon lebih kurang selama 5 tahun hingga 

akhirnya berpisah pada Januari 2024; 

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup 

rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai 

1 (satu) orang anak bernama Novita Pratama Dewi binti Erpan Yuliansah 

Tempat tanggal lahir Tanjung Agung, 8 November 2018, pendidikan belum 

sekolah, saat ini tinggal bersama Termohon ; 

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam 

keadaan rukun dan damai, namun pada bulan Maret 2023 rumah tangga 

Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis yang disebabkan Termohon 

melakukan perselingkuhan dengan pria idaman lain yang telah diakui oleh 

Termohon; 

5. Bahwa bulan puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada 

bulan Januari 2024, ketika Termohon mengusir Pemohon dari rumah orang 

tua Termohon, sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah 

melaksanakan kewajiban suami istri lebih kurang selama 8 bulan; 

6. Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon 

dan Termohon agar rukun kembali namuntidak berhasil; 

7. Bahwa atas perbuatan Termohon tersebut, Pemohon tidak sanggup lagi 

mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sehingga 

Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai;  

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Pemohon mohon kepada 

Ketua Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua 

Pengadilan Agama Kalianda c.q. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan 

mengadili  perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya 

berbunyi: 

PRIMAIR 

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; 

Disclaimer
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2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak 

satu raj’i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan 

Agama Kalianda; 

3. Membebankan Pemohon dari seluruh biaya yang timbul dalam perkara 

ini;   

SUBSIDAIR 

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;  

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang 

menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di 

persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai 

wakil/kuasanya sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 

1399/Pdt.G/2024/PA.Kla. yang dibacakan di persidangan, Termohon telah 

dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak 

datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah; 

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka 

upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan; 

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat 

permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dan 

Pemohon tetap dengan dalil-dalilnya tersebut; 

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan 

bukti-bukti berupa: 

A. Surat: 

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK: xxx Tanggal 

20 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung 

Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen 

pos dan telah diteliti serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata 

sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.1;  

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Xxx, Kabupaten Lampung 

Selatan, Provinsi Lampung, Nomor xxx tertanggal 17 Mei 2018, bukti 

surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah 

diteliti serta dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh 

Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan tanda P.2;  

B. Saksi: 
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1.  Saksi 1, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan 

Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Pardasuka, Desa 

Pardasuka, Kecamatan Xxx, Kabupaten Lampung Selatan, di dalam 

persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah 

sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: 

-  Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki 

hubungan dengan Pemohon sebagai Sepupu Pemohon; 

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada 

tanggal 15 Mei 2018 di KUA Xxx Kabupaten Lampung Selatan 

Provinsi Lampung; 

-   Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama 

di terakhir di rumah orang tua Termohon; 

-   Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah 

dikaruniai seorang anak saat ini ikut Pemohon; 

-   Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan 

Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang 

lebih sejak tahun awal 2023 sudah tidak rukun lagi sering terjadi 

perselisihan dan pertengkaran; 

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung 

perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon akan tetapi 

mengetahui ada perselisihan diantara mereka; 

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak 

harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan 

karena Termohon memiliki pria idaman lain sampai Tergugat 

mengunggah 5 foto mesra dengan lelaki tersebut di media sosial; 

-  Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah 

pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan 

sudah tidak bersatu lagi;  

-   Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara 

Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban 

sebagaimana layaknya suami istri; 

-  Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha 

merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;  

Disclaimer
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- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan 

Termohon;  

- Bahwa, saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon 

sudah tidak mungkin lagi dipertahankan, sulit dipertahankan dan 

tidak ada harapan dapat bersatu lagi sehingga lebih baik bercerai; 

2.  Saksi 2, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan 

Wirswasta, bertempat tinggal di Dusun Seloretno, RT 001 RW 003, 

Desa Seloretno, Kecamatan xxx, Kabupaten Lampung Selatan, di 

dalam persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di 

bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: 

-  Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki 

hubungan dengan Pemohon sebagai Tetangga dan kerabat 

Pemohon; 

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada 

tanggal 15 Mei 2018 di KUA Xxx Kabupaten Lampung Selatan 

Provinsi Lampung; 

-   Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama 

di terakhir di rumah orang tua Termohon; 

-   Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah 

dikaruniai seorang anak saat ini ikut Pemohon; 

-   Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan 

Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang 

lebih sejak tahun awal 2023 sudah tidak rukun lagi sering terjadi 

perselisihan dan pertengkaran; 

- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung 

perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon akan tetapi 

mengetahui ada perselisihan diantara mereka; 

- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak 

harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan 

karena Termohon memiliki pria idaman lain; 

-  Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah 

pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan 

sudah tidak bersatu lagi, Tergugat yang pergi lebih dulu;  

Disclaimer
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-   Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara 

Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban 

sebagaimana layaknya suami istri; 

-  Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha 

merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;  

- Bahwa, saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan 

Termohon; 

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan cukup dengan bukti-bukti 

yang telah diajukan di depan sidang dan memberikan kesimpulan yang pada 

pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon putusan yang mengabulkan 

tuntutan Pemohon; 

Bahwa tentang jalannya persidangan selengkapnya telah dicatat dalam 

berita acara persidangan, untuk meringkas putusan ini Majelis Hakim cukup 

menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari putusan ini; 

PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah 

sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya; 

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah perkara permohonan 

perceraian atas perkawinan Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan 

berdasarkan hukum Islam, diajukan oleh Pemohon yang berdomisili di wilayah 

Kabupaten Lampung Selatan, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan 

Agama Kalianda, maka dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 49 

huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, juncto Pasal 

73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

juncto Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka baik secara absolut maupun 

relatif, Pengadilan Agama Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili 

perkara a quo; 

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam perkara a quo 

adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah dan telah tercatat pada 

Kantor Urusan Agama KUA Xxx Kabupaten Lampung Selatan Provinsi 

Lampung (vide bukti P.2), maka dengan demikian Pemohon dan Termohon 

memiliki kapasitas secara hukum (legal standing), karena merupakan pihak 

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.1399/Pdt.G/2024/PA.Kla 
 

yang berkepentingan langsung dengan perkara a quo (persona standi in 

yudicio), oleh karena itu sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 34 ayat 

(3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 77 

ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon beralasan hukum untuk 

mengajukan permohonan a quo; 

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Agama Kalianda berwenang 

untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo, sementara itu Pemohon dan 

Termohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara a quo, 

maka pemeriksaan terhadap perkara a quo dapat dilanjutkan; 

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. junctis. 

Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 82 ayat (1) 

dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama 

dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha secara 

maksimal untuk mendamaikan dengan memberikan nasihat kepada Pemohon 

agar bersabar dan kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, 

namun tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan 

tidak juga menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau 

kuasanya yang sah, sehingga proses mediasi sebagaimana yang telah diatur di 

dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur 

Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Selain itu, ketidakhadiran 

Termohon tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun 

berdasarkan berita acara panggilan Nomor 1399/Pdt.G/2024/PA.Kla Termohon 

telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 145 dan 

146 RBg. juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, 

sehingga patut diduga, bahwa Termohon dengan sengaja tidak mengindahkan 

panggilan Pengadilan Agama tersebut; 

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara 

resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak 

ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah; 

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut 

sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 
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1975, akan tetapi tidak pernah hadir di muka persidangan, sedangkan 

Pemohon beralasan hukum untuk mengajukan permohonan a quo 

sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berketetapan 

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Termohon (verstek); 

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat 

dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek); 

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 

Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah 

dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi 

Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha 

semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina 

rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh 

karea itu perkara ini harus segera diputuskan; 

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan 

Pemohon adalah sejak November 2018 Pemohon dan Termohon sering 

berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon memiliki sifat egois dan 

keras kepala dan Termohon kurang menghargai keluarga Pemohon hingga 

berakibat pada keduanya pisah rumah sejak tahun 2019 serta tidak lagi 

menjalankan kewajiban suami istri pada umum meskipun telah diupayakan 

rukun baik oleh keluarga dan/atau orang terdekat Pemohon dan Termohon; 

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon 

tidak memberikan sanggahan apapun dan juga tidak pernah hadir di 

persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga haknya 

untuk menjawab dan hak pembuktiannya menjadi gugur, namun demikian, 

berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. juncto Pasal 1865 KUH Perdata, 

“barang siapa yang mengaku atau mendalilkan mempunyai hak, maka ia harus 

membuktikan kebenarannya”, selain itu, perceraian merupakan suatu 

perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah SWT, karena meskipun perceraian itu 

telah mencapai suatu kondisi hukum yang halal karena telah mempunyai 

alasan-alasan yang cukup namun tetap dibenci oleh Allah SWT, disamping itu 

guna memenuhi asas Undang-Undang Perkawinan yaitu untuk tidak 

mempermudah terjadinya perceraian dan untuk menghindari terjadinya 

penyelundupan hukum dalam perceraian, maka Pemohon harus membuktikan 
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kebenaran dalil-dalilnya, meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut 

tidak dapat dibantah oleh Termohon; 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, 

Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi; 

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, 

Pemohon telah mangajukan bukti surat (P.1) berupa fotokopi KTP Pemohon 

serta bukti surat (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon 

dan Termohon, keduanya telah diberi materai cukup dan telah dinazagelen 

serta sesuai dengan aslinya, bukti surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang 

berwenang untuk itu, oleh karenanya dapat dinyatakan sebagai akta autentik 

yang merupakan bukti lengkap dan mempunyai nilai pembuktian yang 

sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), sebagaimana yang telah diatur di 

dalam Pasal 285 dan 301 R.Bg. junctis Pasal 1868, Pasal 1870 dan Pasal 1888 

KUH Perdata serta Pasal 3 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

2020 tentang Bea Meterai, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bukti surat 

tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti; 

Menimbang, bahwa secara materil bukti surat (P.1) membuktikan bahwa 

Pemohon benar-benar berdomisili di wilayah Kabupaten Lampung Selatan yang 

merupakan yuridiksi Pengadilan Agama Kalianda, sedangkan bukti surat (P.2) 

menjelaskan tentang peristiwa penting yang berkaitan langsung dengan bagian 

pokok perkara, bahwa pada tanggal 15 Mei 2018 telah dilangsungkan 

pernikahan berdasarkan hukum Islam antara Pemohon dan Termohon dan 

telah tercatat pada Kantor Urusan Agama KUA Xxx, Kabupaten Lampung 

Selatan, Provinsi Lampung, maka sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan junctis Pasal 4 dan 

Pasal 6 ayat (1) serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim 

berpendapat, bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri 

yang masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dalil Pemohon, 

telah terbukti menurut hukum; 

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Pemohon juga 

mangajukan dua orang saksi, terhadap kualitas dua orang saksi tersebut 

Majelis Hakim berpendapat sebagaimana pertimbangan berikut; 
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Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan 

keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami 

isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan 

Termohon;   

Menimbang, bahwa 2 saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat 

Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan 

sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal 

sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg; 

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon mengenai hubungan 

Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan 

Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung, 

bersesuaian serta cocok antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil 

yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut 

telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 R.Bg 

dan Pasal 172 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan 

pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti; 

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut, terbukti fakta 

kejadian sebagai berikut: 

1. Bahwa sejak bulan Maret 2023 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi 

perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon memiliki pria 

idaman lain; 

2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan 

Termohon sudah pisah rumah sejak 1 tahun yang lalu hingga sekarang dan 

selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak 

melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya 

suami isteri; 

3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga 

Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasihati Pemohon dan 

Termohon akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin 

bercerai dengan Termohon; 

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas 

dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus 
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menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan 

hidup rukun lagi dalam rumah tangga;  

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta hukum di atas Majelis 

Hakim berpendapat, perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi antara 

Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan rumusan yang dimaksud di 

dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam juncto Pasal 19 huruf (f) 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 39 

ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, apalagi 

pertengkaran tersebut telah benar-benar menghancurkan relasi suami-istri 

dalam rumah tangga tersebut karena antara Pemohon dan Termohon sudah 

berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama dan sudah tidak 

saling perdulikan lagi bahkan upaya damai yg telah dilakukan oleh keluarga 

Pemohon dan Termohon juga tidak berhasil; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim 

berpendapat, perkawinan Pemohon dan Termohon sudah pecah (broken 

marriage) dan tidak dapat lagi dipertahankan, karena kondisi rumah tangga 

Pemohon dan Termohon tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan cita-cita dan 

tujuan perkawinan sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Al Qur’an Surat 

Ar Ruum Ayat (21): 

هَا      …وَمِنْ آيََتهِِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أنَْ فُسِكُمْ أَزْوَاجًا لتَِسْكُنُوا إِلَي ْ

“dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah Dia menciptakan 

pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan 

merasa tenteram kepadanya”.  

dan Surat An Nisa Ayat (19): 

    ...وَعَاشِرُوهُنَّ بِِلْمَعْرُوفِ …  

“...Dan bergaullah dengan istrimu (pasanganmu) menurut cara yang 

patut...”. serta ketentuan Pasal 1 dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1), ayat (2) dan 

ayat (4)  Kompilasi Hukum Islam, yaitu kehidupan rumah tangga yang sakinah 

mawaddah warohmah, dimana suami dan istri harus saling cinta mencintai, 

saling hormat menghormati, dan saling memberikan bantuan lahir bathin satu 

sama lainnya; 
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Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis 

Hakim berpendapat, jika perkawinan Pemohon dan Termohon dipertahankan, 

maka hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar lagi, karena dengan 

kondisi rumah tangga yang sudah pecah dan tidak dapat disatukan lagi seperti 

yang telah diuraikan diatas, Pemohon dan Termohon tidak akan mampu lagi 

menegakkan batasan-batasan Allah (syari’at dan hukum-hukum-Nya) diantara 

keduanya, yaitu istri tidak lagi mampu menunaikan hak suami yang 

disyari’atkan dan suami tidak mampu menunaikan hak istrinya, serta 

batasan-batasan Allah menjadi terabaikan diantara keduanya, sebagaimana 

yang telah dijelaskan di dalam Al Qur’an Surat Al Baqarah Ayat (229): 

ئًا إِلََّ أَنْ يََاَفاَ أَلََّ يقُِيمَا حُدُودَ اللََِّّ … تُمُوهُنَّ شَي ْ لُّ لَكُمْ أَنْ تََْخُذُوا مَِّا آتَ ي ْ   …وَ لََ يََِ
“...Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu 

berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak 

mampu menjalankan hukum-hukum Allah.......”, 

dan sebagaimana juga yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 80 ayat (1), 

ayat (2) dan ayat (3) dan Pasal 83 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, hal 

mana jika terjadi penyimpangan terhadap pasal-pasal a quo maka perceraian 

menjadi jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan jika istri 

ingin keluar dari penderitaan dan kemudaratan tersebut lewat jalur perceraian 

sebagaimana kaidah hukum Islam “ ُرَرُ يزَُال  bahwa segala kemudaratan dan ”الضَّ

penderitaan harus dihilangkan. Keadaan ini pun menggambarkan kandasnya 

esensi perkawinan yaitu keterjalinan hubungan lahir batin atas dasar hak dan 

tanggung jawab yang seimbang, yang menjadi fakta bahwa sesungguhnya 

rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis dan tidak ada 

harapan rukun kembali sebagai suami istri (broken marriage); 

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di 

persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah meskipun 

Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran 

Termohon tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah 

menurut hukum dan permohonan Pemohon telah beralasan serta tidak 

melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, Termohon 
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harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon sebagaimana petitum 

angka 1 (satu) dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon atau secara verstek; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut  

di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, permohonan Pemohon untuk 

bercerai dari Termohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, 

sebagaimana dalam petitum angka 1 (satu) dapat dikabulkan; 

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dalam 

surat permohonannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian 

pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) 

huruf a Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon 

adalah talak satu raj’i; 

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka 

bagi Termohob terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci 

(sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut 

ba’da dukhul sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155  

Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Termohon wajib 

menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, 

hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum 

Islam; 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut   

di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, tuntutan Pemohon agar Pengadilan 

menjatuhkan talak satu raj’i Termohon terhadap Pemohon sebagaimana dalam 

petitum angka 2 (dua) dapat dikabulkan; 

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan angka 3 (tiga) Majelis 

Hakim berpendapat, oleh karena perkara ini adalah perkara sengketa 

perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang 

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul 

akibat diajukan perkara ini dibebankan kepada Pemohon; 

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan 

hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini; 

M E N G A D I L I 

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk 

menghadap sidang, tidak hadir;  
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2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;  

3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu 

raj'i terhadap Termohon  (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama 

Kalianda; 

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara 

sejumlah Rp1.270.000,00 (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah); 

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari 

Selasa, tanggal 18 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabi’ul Awal 1446 

Hijriyah, oleh Muhammad Haris Anwar, S.H., sebagai Ketua Majelis, Achmad 

Rifqi Jalaluddin Qolyubi, S.H.I., dan Fauzy Arizona, S.Sy., masing-masing 

sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama 

Kalianda Nomor 1399/Pdt.G/2024/PA.Kla, tanggal 18 September 2024, putusan 

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh 

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan 

dibantu oleh M. Reynaldi Willy Saputra, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta 

dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon; 

 

Ketua Majelis, 

 

  

Muhammad Idris, S.Ag. 

Hakim Anggota, 

 

 

Achmad Rifqi Jalaluddin Qolyubi, 

S.H.I. 

Hakim Anggota, 

 

 

Fauzy Arizona, S.Sy. 

Panitera Pengganti, 

 

 

M. Reynaldi Willy Saputra, S.H. 

Perincian Biaya: 

1. PNBP  : Rp 60.000,00 
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2. Proses  : Rp 75.000,00 

3. Panggilan : Rp1.125.000,00 

4. Meterai  : Rp   10.000,00 

Jumlah   Rp1.270.000,00 

   (satu juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) 
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